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Prakata 


PRAKATA 


Untuk menyegarkan pikiran kami mengenai arah, visi, dan misi pem- 
bangunan, termasuk pembangunan hukum di negara kita menuju tahun 
2030, sebagaimana akhir-akhir ini ramai dibahas di media massa, rasa- 
nya perlu kita baca dan ingat kembali apa yang di masa lalu telah menjadi 
komitmen dan janji bangsa kita, dan apa pula yang sesungguhnya telah 
menjadi sebab dan alasan gerakan reformasi di segala bidang yang pada 
akhir abad ke-20 telah kita ikrarkan agar langkah-langkah yang akan kita 
ambil di masa depan benar-benar konsisten dengan visi dan misi refor- 
masi itu, termasuk reformasi hukum, reformasi birokrasi, dan reformasi 
pendidikan hukum kita. 


Sebab dalam delapan tahun terakhir tampaknya, baik masyarakat awam 
maupun para ahli dan para pemimpin bangsa hampir-hampir sudah 
kehilangan arah dan lupa akan cita-cita Reformasi itu sendiri, akibat 
pengaruh tuntutan politik dan/atau ekonomi sesaat. 


Dengan membaca ulang tulisan dan karangan serta keputusan-keputusan 
seminar-seminar hukum nasional yang telah diambil sejak tahun 1950-an, 
bahkan juga keputusan-keputusan lembaga-lembaga politik sebelumnya, 
kita terperanjat menyadari bahwa (sekalipun sudah begitu banyak per- 
ubahan yang telah kita laksanakan, namun) sesungguhnya hasil total 
segala upaya yang telah dicapai oleh bangsa kita bukanlah mendekatkan 
kita pada cita-cita pembentukan bangsa dan pembangunan negara. 
Anehnya, semua itu justru membawa kita semakin jauh dari tujuan yang 
telah terukir dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang se- 
cara gamblang dan sederhana telah menjelaskan tujuan dan sebab 
mengapa bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka dan mendirikan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Prakata 


Bahkan moto kehidupan berbangsa—Bhinneka Tunggal Ika—pun sudah 
banyak yang lupa artinya dan sekadar menjadi hiasan Garuda, lambang 
negara kita. 


Dengan dikedepankannya hak-hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan 
berbicara (dan menuduh) tanpa batas, dan pluralisme budaya, hukum, 
dan politik, anak bangsa Indonesia semakin tahu menuntut, tetapi tidak 
tahu lagi bagaimana berkarya, berjuang, dan berkorban, demi kebahagia- 
an dan kesejahteraan anak-cucu dan cicit, yang tiada lain adalah warga 
negara yang (akan) membentuk bangsa dan negara Republik Indonesia 
di masa depan. 


Egoisme dan hedonisme serta kemunafikan telah mengikis kehalusan 
budi dan perasaan bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang paling 
ramah di atas bumi ini (het rachtste volk de oarde). Syak wasangka, iri 
hati, dan kecurigaan telah menutup hati dan pikiran anak bangsa ter- 
hadap kejujuran, kelembutan hati, rasa iba, dan solidaritas, sebagaimana 
banyak cerita sedih yang dibawa oleh para korban tsunami di Aceh, yang 
setelah berhasil lolos dari deraan gelombang laut, justru mengalami hina- 
an dan lain-lain perlakuan yang sangat menyakitkan, justru dari mertua, 
sanak saudara, suami, atau anggota keluarga lainnya. 


Oleh sebab itu, dan sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV mengenai 
"Membangun (Sistem) Hukum Bagi Bangsa yang Hidup dalam Lima 
Gelombang Sekaligus", buku ini kami beri judul Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional. 


Semoga pikiran dan perasaan seorang sarjana hukum yang telah lebih 
dari setengah abad ikut secara aktif dalam proses pembangunan hukum 
nasiaonal itu, dapat diterima dan mengilhami anak bangsa Indonesia 
yang lebih muda di tahun-tahun mendatang. 


Jakarta, 7 Juni 2006 


Prof. DR. (Mr.), C.F.G. Sunaryati Hartono - Sunario, S.H. 


keke x 
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Pendahuluan 


PENDAHULUAN 


Aku tidak pernah bercita-cita menjadi sarjana hukum, tetapi di sinilah aku 
berdiri. Menjelang umur 75 tahun, aku tiba-tiba sadar bahwa lima puluh 
tahun atau setengah abad atau dua pertiga dari hidupku sudah kuhabis- 
kan untuk turut membangun hukum nasional dan sistem pendidikan 
hukum, yang kini tampaknya semakin semrawut dan amburadul! 


Sungguh suatu konstatasi yang sangat menyakitkan dan menyedihkan 
apabila sebagian besar kehidupan kita dihabiskan untuk mengembangkan 
sesuatu yang tidak menjadi lebih baik, tetapi bahkan menjadi lebih buruk. 


Menyadari hal ini mungkin saja orang mengalami depresi, seakan-akan 
hidupnya sia-sia belaka. Untunglah ibuku biasa mengajarkanku mencari 
titik-titik terang atau "silver lining” dalam segala peristiwa atau keadaan 
yang mengecewakan, dan menanamkan rasa tanggung jawab dan pasrah 
kepada Tuhan Yang Maha Pengasih apabila kita sudah berusaha sekuat 
tenaga untuk mencapai hasil yang terbaik dalam situasi atau lingkungan 
yang tidak kondusif. 


Oleh sebab itu, moto yang selalu kupegang adalah "make the best of it". 
Dan memang dalam setiap usaha atau tugas yang dibebankan kepadaku 
aku selalu berupaya untuk mengerjakan dan mencapai yang terbaik, 
sekalipun lebih sering tidak berhasil mencapai harapan itu. 


Karenanya, pedoman "ora et labora" (berdoa dan bekerja) itu ingin ku- 
wariskan kepada anak cucuku serta generasi muda juga, untuk jangan 
berputus asa atau depresi atau menyalahkan orang lain atas kegagalan- 
kegagalan kita, sekalipun seluruh hidup dan kemampuan sudah kita per- 
taruhkan untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang kita kejar. 
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Pendahuluan 


Sebab sebagai sarjana hukum baru di tahun 1955 aku bercita-cita turut 
membangun Hukum Perkawinan Indonesia yang baik, padahal di saat ini, 
50 tahun kemudian, hal itu belum tercapai juga! 


Ketika menjadi hakim di Pengadilan Negeri Malang aku bercita-cita untuk 
turut membangun yurisprudensi tetap (case law) yang adil dan patut serta 
pengadilan yang tepercaya. Padahal, hingga kini pun hal itu masih begitu 
(kalau tidak semakin) jauh dari gapaian kita. 


Ketika menjadi dosen di sejumlah Fakultas Hukum di Indonesia, saya ber- 
Cita-cita turut membangun Ilmu Hukum Indonesia dan menanamkan 
semangat the Rule of Law dan kejujuran di dalam hati sanubari maha- 
siswaku untuk dilaksanakan dalam perjalanan profesi hukumnya masing- 
masing. Namun, dengan sangat menyesal harus kuakui bahwa ada se- 
jumlah mantan mahasiswaku cukup pandai memelintir ilmunya dan asas- 
asas hukum yang mestinya berlaku, demi kepentingan atasannya, partai- 
nya, kliennya, atau honorarium yang tinggi semata-mata. 


Ketika menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional aku benar- 
benar berharap bahwa bangsa Indonesia akan memasuki abad ke-21 
setidak-tidaknya dengan suatu pola yang jelas mengenai hukum nasional 
dan sistem hukum nasional yang ingin dibangun selanjutnya.! Akan 
tetapi, yang terjadi adalah krisis ekonomi dan pergolakan politik yang se- 
akan-akan tidak berkesudahan dan orang bahkan cenderung untuk me- 
lepaskan cita-cita pendiri bangsa dan negara kita untuk mencapai satu 
sistem hukum nasional untuk diganti dengan pluralisme hukum, seperti di 
zaman kolonial! Bahkan, ada tokoh partai dan ahli manajemen peme- 
rintahan, yang secara terbuka berani mengusulkan agar Indonesia se- 
baiknya tidak lagi memilih presiden, tetapi mengangkat seorang raja saja 
karena (katanya) bentuk kerajaan lebih cocok dengan tradisi dan budaya 
kita! 


1) Baca Sunaryati Hartono: Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung 
dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
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Pendahuluan 


Sejak tahun 1960-an aku bercita-cita dan sangat mengharapkan agar 
sistem peradilan kita menjadi sistem peradilan yang adil dan tepercaya, 
sehingga merupakan "benteng terakhir bagi penegakan hukum" di 
Indonesia.2 Akan tetapi, kini kenyataan menunjukkan bahwa seorang pe- 
ngetik di Mahkamah Agung atau seorang pegawai yang bekerja di bagian 
kendaraan Mahkamah Agung dengan begitu mudah dapat membuat 
putusan palsu dengan menerima imbalan uang suap dari para pengacara, 
notabene dengan menggunakan dan mengatasnamakan seorang hakim 
agung atau bahkan Ketua Mahkamah Agung! Suatu hal yang di tahun 
1955 sama sekali dianggap mustahil dan tidak mungkin terjadi, bahkan 
tidak pernah terpikir! 


Begitulah daftar kekecewaan ini masih dapat diperpanjang lagi. Namun, 
hal ini akan membuang tenaga secara sia-sia dan akan menghilangkan 
semangat kerja dan cita-cita anak-anak cucu kita. 


Demikian sinis dan kecewa teman-teman segenerasiku ketika kami ber- 
salaman dan salah seorang mengatakan: "Selamat, bahwa Republik 
Indonesia masih eksis!" Yang saya sambut dengan kata-kata: "Jangan 
begitu dong, Pak!" Bersyukurlah bahwa masih ada hari-hari esok untuk 
memperbaiki kesalahan-kesalahan kami walaupun kami sendiri barang- 
kali sudah tidak ada lagi untuk menyaksikannya atau melaksanakannya." 


Maka buku ini saya terbitkan dengan harapan agar generasi-generasi se- 
sudah kita tahu apa yang kami perjuangkan, alami, rasakan, serta cita- 
Citakan untuk mereka, untuk seluruh bangsa dan negara yang kita cintai. 
Dan agar kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, tidak perlu 
mereka ulangi lagi. 


Biarlah mereka membangun di atas puing-puing yang telah kami tinggal- 
kan, tanpa membuat atau mengakibatkan puing-puing baru atau yang 
lebih parah lagi! 


2) Kalau tidak salah, akulah yang pertama kali menggunakan perumpamaan ini 
dalam buku Apakah the Role of Law itu? Alumni, Bandung, 1969. 
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Pendahuluan 


Oleh sebab itu, sengaja buku ini tidak merupakan tinjauan ilmiah hukum. 
Akan tetapi, lebih kugarap sebagai rangkaian cerita sebelum tidur se- 
orang nenek bagi cucu-cucunya, yang di sana-sini dibumbui dengan 
anekdot dan pengalaman-pengalaman sendiri untuk melatarbelakangi 
peristiwa-peristiwa atau perkembangan atau masalah hukum yang 
sedang dibahas. 


Semoga saja bacaan ringan yang menceritakan pengalaman penulis 
selama 50 tahun dapat memberi masukan atau pegangan kepada para 
pembacanya, khususnya anak-cucuku dan mantan mahasiswaku yang 
tercinta. 


Seandainya ada sesuatu dalam buku ini yang dapat Anda gunakan se- 
bagai dasar pemikiran atau cita-cita pegangan hidup Anda, ketahuilah 
bahwa dengan itu maksud tulisan ini sudah akan tercapai. Untuk hal 
mana penulis akan sangat berterima kasih telah dapat menyentuh hati, 
pikiran, dan barangkali kehidupan Anda, sebagaimana begitu banyak 
guru besar, dosen, dan penulis buku yang saya baca sudah dapat me- 
nyentuh hati, pikiran, dan kehidupan saya. 


Selain itu, tentu saja bila ada salah kata, salah persepsi, atau salah tutur 
dalam buku ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas kecerobohan 
atau kelalaian yang mengganggu itu. Karena hal itu pasti tidak dilakukan 
dengan sengaja, tetapi semata-mata karena keterbatasan pengetahuan 
atau sifat cepat lupa penulis. 


Dengan harapan buku ini dapat diterima baik oleh para pembaca, tua dan 
muda, sarjana hukum ataupun bukan, saudara, handai taulan, dan anak 
cucuku, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati 
dan kesabaran pembaca. 


ekLekrx 
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BAB I 
NASKAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN 
SEBAGAI DOKUMEN 
DAN ASAS HUKUM TERTINGGI 
BAGI SISTEM HUKUM NASIONAL KITA 


PENDAHULUAN 


Menjelang hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan kita yang ke-59, 
maka kami, kakek-nenek, yang pada waktu itu masih tergolong pemuda/ 
pemudi atau bahkan masih remaja, senantiasa mendengarkan dengan 
khidmat pengulangan kata-kata Proklamasi Kemerdekaan yang diucap- 
kan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. 


Bukan karena memang selayaknya kita semua mendengarkan Prokla- 
masi Kemerdekaan itu secara khidmat, melainkan karena serentak dan 
dengan merinding kami mengingat kembali suasana tegang—tetapi 
penuh janji dan harapan—yang meliputi pengumuman Proklamasi Ke- 
merdekaan itu. Betapa tidak! Sebab bukan saja Bung Karno dan Bung 
Hatta bersama-sama dengan sejumlah pemuda Indonesia pada waktu itu 
mempertaruhkan jiwanya dalam rangka mendirikan negara Republik 
Indonesia, melainkan Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri sebetulnya 
sudah didahului oleh sejumlah perbuatan kepahlawanan pemuda yang 
merebut mikrofon kantor siaran radio Jepang (Niphon Husu Kyoko) agar 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dapat disiarkan ke seluruh 
Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. 


Pahlawan itu adalah Bapak Jusuf Ronodipoero yang mudah-mudahan 
hari ini ada di tengah-tengah kita. Masih banyak lagi perbuatan dan 
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Naskah Proklamasi Kemerdekaan sbg. Dokumen & Asas..... 


peristiwa kepahlawanan yang mendahului dan menyusul Proklamasi 
Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, yang sering kali tidak 
disadari atau tidak diketahui oleh anak-cucu kita, generasi muda abad 
ke-21 ini. 


Itulah sebabnya, dengan cukup ringan mereka cenderung menganggap 
"tanah air kita" atau kehadiran "bangsa Indonesia" atau "kemerdekaan" itu 
sebagai sesuatu yang "biasa-biasa saja". Tidak disadari oleh mereka 
bahwa ribuan pejuang telah mempertaruhkan dan kehilangan jiwanya 
tanpa pamrih agar kita yang hidup sekarang ini dapat hidup lebih baik 
dibandingkan dengan mereka sendiri. 


Oleh sebab itu, Proklamasi Kemerdekaan bukanlah suatu upaya yang 
"biasa-biasa saja", yang aman-aman saja, seperti yang dapat kita lihat 
pada setiap tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka. Akan tetapi, se- 
sungguhnyalah Proklamasi Kemerdekaan yang diucapkan pada tanggal 
17 Agustus 1945 itu adalah peristiwa yang penuh bahaya, yang me- 
ngagetkan seluruh Indonesia, bahkan yang dapat terdengar gaungnya di 
seluruh dunia. 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN DALAM SUASANA 
KEKOSONGAN HUKUM 


Dalam suasana perang, di mana pemerintah Hindia Belanda sudah di- 
gantikan selama tiga tahun oleh Angkatan Perang Jepang, sedangkan 
pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pemerintah Jepang sendiri sudah 
bertekuk lutut pada sekutu, maka sebenarnya pada tanggal 17 Agustus 
1945 itu terdapat kekosongan hukum karena Jepang tidak berkuasa di 
Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia melihat saat inilah yang paling 
tepat untuk menggantikan Pemerintah Pendudukan Jepang di tanah air 
sehingga bangsa kita menjadi tuan di rumah sendiri. 


Karena itulah, para pemimpin bangsa kita berkeyakinan bahwa ke- 
merdekaan Indonesia sungguh diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa karena 
la menyediakan saat dan momentum yang begitu tepat untuk mem- 
proklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa dan kemudian 
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sebagai negara, ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 menyetujui 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 


Kita dan anak-anak kita sungguh boleh bersyukur bahwa kesempatan ini 
benar-benar diraih oleh pemuda-pemuda Indonesia saat itu sehingga 
sampai hari ini—dan mudah-mudahan masih berabad-abad lamanya— 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia masih tetap 
jaya. 


ASPEK-ASPEK HUKUM NASKAH PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN 


Sekalipun biasanya Proklamasi Kemerdekaan dianggap sebagai suatu 
tindakan politik, tetapi sesungguhnya kini naskah Proklamasi Ke- 
merdekaan sudah menjadi dokumen hukum, bahkan suatu dokumen 
hukum yang menjadi landasan Undang-Undang Dasar 1945. 


Pertimbangan untuk menganggap naskah Proklamasi Kemerdekaan se- 
bagai Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada Proklamasi Ke- 
merdekaan. Dengan perkataan lain, tanpa Proklamasi Kemerdekaan, 
maka UUD 1945 tidak mungkin ada sehingga Proklamasi Kemerdekaan 
merupakan Asas Hukum Tertinggi (Grundnorm) Hukum Nasional 
Indonesia yang bahkan mengilhami UUD dan karena itu Hukum Nasional 
Indonesia. 


Hal ini diperkuat oleh sejarah politik dan sejarah hukum Indonesia dalam 
abad ke-20. Diketahui bahwa Belanda dan sekutu tidak setuju dengan 
Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta 
atas nama bangsa Indonesia, yang lahir sebelumnya, yaitu pada tanggal 
28 Oktober 1928 berdasarkan pernyataan politik para pemuda Indonesia 
(yang sekarang hampir semua sudah tiada) bahwa sekalipun kita berasal 
dari berbagai suku dan daerah, tetapi kita merasa satu bangsa, yaitu 
bangsa Indonesia, satu "Indonesia nation" yang memiliki satu bahasa, 
yaitu bahasa Indonesia dan mendiami satu tanah air, yaitu wilayah ke- 
pulauan Indonesia. 
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Belanda dan sekutu menganggap mereka berhak kembali memerintah 
bangsa Indonesia dan menguasai wilayah Indonesia yang notabene 
sudah mereka tinggalkan dan biarkan jatuh ke tangan pemerintah Jepang 
yang mengalahkan mereka. 


Maka dengan kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, wilayah 
Indonesia menjadi negeri "tidak bertuan" sehingga adalah sah dan sesuai 
dengan hak asasi manusia dan hukum masyarakat yang beradab apabila 
wilayah Indonesia diurus oleh bangsa Indonesia yang mendiami dan 
menjadi penduduk asli wilayah khatulistiwa yang bernama Indonesia. 


Setelah mengalami berbagai liku-liku politik dan kekerasan seperti 
Peristiwa 10 November di Surabaya, aksi militer pertama dan kedua, pen- 
dirian negara Uni Indonesia Serikat, yang kemudian disertai Penyerahan 
Kedaulatan (Souvereinteitsoverdracht) dari pemerintah Belanda kepada 
Uni Indonesia Serikat pada tahun 1949, akhirnya Republik Indonesia me- 
nyatakan dirinya keluar dari Uni Indonesia Serikat, yang mengakibatkan 
kehancuran Negara Indonesia Timur dan tidak berfungsinya Uni Indonesia 
Serikat (yang semula terdiri dari Belanda, Republik, dan Negara 
Indonesia Timur). 


Dengan demikian, maka Proklamasi Kemerdekaan mendapat pengakuan 
internasional, tidak hanya dari bekas negara penjajahnya, Belanda, tetapi 
juga dari seluruh dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika 
Republik Indonesia akhirnya diakui sebagai anggota PBB. 


Memang oleh pemerintah Belanda selalu didengungkan bahwa Indonesia 
baru merdeka dan berdaulat (soverein) pada tahun 1949, berdasarkan 
apa yang mereka namakan "Penyerahan Kedaulatan" kepada Indonesia." 


Padahal, tanpa adanya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus 1945 dan tanpa perjuangan yang gigih, baik oleh pemuda- 
pemuda yang mengorbankan jiwa dan raganya—dan beberapa di antara- 
nya ada di sinh—dan tanpa kehebatan berdebat, bernegosiasi, dan ber- 


”) Akan tetapi, hal ini pun sudah dibantah oleh Menteri Luar Negeri Belanda sendiri, 
ketika ia pada tanggal 17 Agustus 2005 menghadiri peringatan Proklamasi Ke- 
merdekaan di Istana Negara dan ... 
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diplomasi dari pemimpin-pemimpin di bawah pimpinan Bung Karno, 
Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Syahrir, Sudjatmoko, Mohammad 
Roem, Soebardjo, Sartono, dan lain-lain, maka Penyerahan Kedaulatan 
itu tidak pernah akan terjadi. 


Di dalam masa pergantian generasi di abad ke-21 ini adalah sangat 
penting untuk sekali lagi membaca dan mengenang kembali halaman- 
halaman sejarah yang telah ditulis dengan semangat juang kebangsaan, 
jiwa pengabdian, pikiran modern, rasional dan intelektual, tetapi juga di- 
tulis dengan darah dan air mata. 


Yang jelas adalah bahwa dilihat dari segi ilmu hukum (baik yang meng- 
anggap bahwa Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu perbuatan politik 
yang sah, karena terjadi di waktu kekosongan hukum, maupun oleh 
mereka (khususnya Belanda) yang menganggap Proklamasi Kemerdeka- 
an itu tidak sah, tetapi karena kemudian mereka telah melepaskan ke- 
daulatannya di Indonesia (melalui Penyerahan Kedaulatan tahun 1949), 
maka sekalipun proklamasi pada mulanya baru merupakan suatu 
dokumen/perbuatan politik, namun dalam perjalanan waktu, apalagi se- 
telah 59 tahun, maka naskah Proklamasi Kemerdekaan itu sudah menjadi 
bagian dari—bahkan menjadi landasan utama—dari konstitusi dan eksis- 
tensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Akibatnya, Proklamasi Kemerdekaan kini merupakan kontrak sosial 
(social contract) dan Grundnorm atau Asas Hukum yang paling tinggi bagi 
bangsa Indonesia dan bagi Hukum Nasional Indonesia, yang harus di- 
pegang teguh dan dipatuhi oleh setiap anak bangsa, baik pemerintah 
Indonesia maupun Mahkamah Agung, tetapi juga seluruh bangsa dan 
setiap warga negara Indonesia. 


Terima kasih. 
Jakarta, 12 Agustus 2004 
Jl. Imam Bonjol 1 
Jakarta Pusat 
(Museum Proklamasi) 
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BAB II 
SELAYANG PANDANG 
SEJARAH HUKUM KITA MENUJU 
HUKUM NASIONAL INDONESIA 


Ketika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942, akibat kalah ber- 
perang dengan pemerintah Jepang, terpaksa meninggalkan wilayah 
Indonesia, maka Sistem Hukum yang ditinggalkan di Indonesia masih me- 
rupakan hukum yang beraneka warna (pluralisme hukum). Sistem Hukum 
Indonesia pada waktu itu didasarkan pada Wet op de staatsinrichting van 
Ned-Indie, khususnya Pasal 131 jo. Pasal 163. Indische Staatsregeling, S. 
1854 jo. S. 1855, jo. Pasal 1 itu mengatur Tata Pemerintahan 
(Staatsinrichting) Hindia Belanda sebagai berikut: 


Babl  : Tentang Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda 
Babll : Tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad) 
Bablll : Tentang Perundang-undangan (Wetgeving) 


BablV : Tentang Anggaran dan Pinjaman 


BabV : Tentang Departemen-Departemen Pemerintahan Umum dan 
Kamar Keuangan (Algemene Rekenkamer) 


Bab VI : Tentang Pemerintahan Daerah dan Lokal 
Bab VII : Tentang Peradilan 
Bab VIII : Tentang Penduduk 
BablX : Tentang Agama 
Bab X : Tentang Pendidikan 
BabXI : Tentang Perdagangan dan Pengangkutan Laut 
Bab XII : Tentang Badan Hukum Perairan (Waterschappen) 
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Dalam Bab VIII Pasal 160 ayat (1) undang-undang ini dikatakan: 


"wanneer bepalingen van deze wet, van algemene en andere 
verordeningen, reglementen, kueren van politie en administratieve 
voorschriften onderscheiden tussen Europeanen, Inlanders en 
Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navol- 
gende regelen.' 


"(Manakala peraturan dalam undang-undang ini, dalam peraturan 
umum dan lain-lain peraturan yang lebih rendah, keputusan polisi 
atau keputusan pejabat administrasi pemerintahan membedakan 
antara (orang) Eropa, Bumiputera dan Timur Asing, maka untuk 
penerapannya berlaku peraturan-peraturan yang berikut." 


Pasal 163 ayat (2) mengatakan: 


"Aan de bepalingen voor Europenen zijn onderworpen: 
1. Alle Nederlanders: 


2.  Alle personen, niet begrepen onder no. 1 die uit Europa 
afkomstig zijn: 


3. Alle Japanners en voorts alle van elders afkomstige personen, 
niet begrepen onder no 1 en 2, die in hun land onderworpen 
zouden zijn aan een familierecht, in hoofdzaak berustende op 
dezelfde beginselen als de Nederlandse, 


4. De in Nederlands - Indie geboren wettige of wettelijk erkende 
kinderen en verdere afstammelingen van personen, bedoeld 
onderno 2en 3." 

"(Yang tunduk pada hukum yang berlaku untuk orang Eropa 

adalah: 


1. Semua orang Belanda: 


2. Semua orang yang tidak termasuk no. 1 yang berasal dari 
Eropah, 


3. Semua orang Jepang, dan semua orang yang tidak termasuk 
no. 1 dan no. 2, yang di negeri asalnya tunduk pada hukum 
keluarga yang pada pokoknya sama dengan asas-asas 
Hukum Belanda, 


4. Anak-anak yang sah atau yang disahkan, dari orang-orang 
tersebut dalam no. 2 dan 3, yang lahir di Hindia Belanda)." 
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Dan Pasal 163 ayat (3) I.S. berbunyi: 


"Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, behoudens den bij ordon- 
nantie te regelen rechtstoestand der Inlandsche Christenen 
onderworpen allen , die behoren tot de inheermsche bevolking van 
Nederlands - Indie, en niet toteen andere bevolkingsgroep dan die 
der Inlanders zijn overgegaan, gelijk mede zij, die behoord heb- 
bende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich 
in de inheemsche bevolking hebben opgelost." 


(Peraturan yang berlaku bagi orang Pribumi yaitu mereka yang ter- 
masuk penduduk asli Hindia Belanda dan yang tidak beralih status- 
nya dan masuk ke golongan penduduk lain dari pada penduduk 
asli termasuk mereka yang tadinya termasuk golongan penduduk 
yang lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam masyarakat pen- 
duduk asli, kecuali bagi penduduk asli yang berdasarkan ordonansi 
tentang penduduk Nasrani tunduk pada peraturan hukum yang 
khusus)." 


Akhirnya, Pasal 163 ayat (4) I.S. mengatakan: 


"Aan de bepalingen voor Vreemde Oosterlingen zijn behoudens 
den by ordonnantie te regelen rechts toestand dergenen onder 
hen, die het christendom belijiden, onderworpen allen, die niet 
vallen in de teremen van het tweede en derde lid van dit artikel." 


Adapun menurut Pasal 163 ayat (5) LS. Gubernur Jenderal berwenang 
untuk berdasarkan persetujuan Dewan Hindia Belanda menyatakan ber- 
laku peraturan hukum Eropa bagi orang-orang yang berdasarkan undang- 
undang ini (sebenarnya) tidak tunduk termasuk pada hukum Eropa. 


Pernyataan berlakunya (hukum Eropa bagi orang-orang itu) berlaku demi 
hukum (van rechtswege), juga untuk anak-anak yang sah atau yang di- 
akui sah, serta secara turun-temurun. 


Pasal 131 I.S. lebih memperjelas dan merinci ketentuan dalam Pasal 163 
LS. itu. 


Bagaimanapun juga akibat pembedaan golongan penduduk Hindia 
Belanda oleh Pasal 163 I.S. itu maka di Indonesia tidak berlaku unifikasi 
hukum atau hukum yang sama bagi setiap penduduk Hindia Belanda. 
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Ini disebabkan oleh "ethische politiek" atau politik hukum yang ethis, 
akibat perjuangan yang gigih dari Prof. Van Vollenhoven, untuk "mem- 
biarkan penduduk asli Hindia Belanda hidup di dalam lingkungan budaya 
hukumnya sendiri." 


Sebagaimana dikatakan di atas Van Vollenhoven sangat menentang 
rencana Nederburgh untuk menerapkan Hukum Eropa (baca Belanda) 
bagi semua dan setiap penduduk di wilayah Hindia Belanda (unifikasi 
hukum), baik untuk penduduk asli maupun untuk pendatang. Sebab, Van 
Vollenhoven berpendapat bahwa berbagai suku di Indonesia sebelum 
kedatangan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dan orang asing 
ke Indonesia di abad ke-17, sudah memiliki Hukum Adat dan Hukum 
Agamanya sendiri-sendiri dan oleh karena itu harus dihormati oleh 
pemerintah Belanda. 


Akibat pluralisme hukum itu juga terdapat pluralisme dalam badan-badan 
pengadilan." Peradilan untuk penduduk asli Indonesia pun berbeda 
dengan peradilan umum untuk penduduk Eropa dan Jepang dan badan 
pengadilan untuk orang Timur Asing. Hal ini tersirat dalam Pasal 130 I.S. 
yang berbunyi: 

"Di mana penduduk pribumi tidak dibiarkan untuk menggunakan 


peradilannya sendiri, badan-badan pengadilan mengadili atas 
nama Raja (Belandaj|." 


Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa di zaman kolonial masih 
terdapat pengadilan-pengadilan adat dan/atau pengadilan agama, tetapi 
yang yurisdiksinya terbatas pada substansi hukum atau sengketa- 
sengketa yang tertentu, seperti masalah intern adat serta masalah nikah- 
talak dan rujuk bagi pengadilan agama (Islam). 


Menurut Prof. Soepomo? di Hindia Belanda terdapat lima tatanan 
peradilan, yaitu: 


1) Lihat R. Soepomo "Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II", 
Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 1997. 


2)  Op.cit., halaman 36. 
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1. 


B 


Peradilan Gubernemen? yang meliputi seluruh wilayah Hindia 
Belanda. 


Peradilan Pribumi: di bagian-bagian Hindia Belanda di mana 
rakyatnya "dibiarkan menyelenggarakan peradilannya sendiri ter- 
dapat hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan per- 
adilan pribumi, di samping hakim-hakim gubernemen. 


Di dalam kebanyakan daerah swapradja di samping tatanan per- 
adilan gubernemen terdapat juga tatanan Peradilan Swapradja 
(zelfbestuursrechtspraak). 


Peradilan Agama: baik di bagian-bagian Hindia Belanda di mana 
terdapat peradilan gubernemen maupun di daerah-daerah di mana 
peradilan agama merupakan bagian dari peradilan pribumi, atau di 
dalam daerah-daerah Swapradja sebagai bagian dari Peradilan 
Swapradja itu. 


Peradilan Desa: yang terdapat di kebanyakan masyarakat desa 


Peradilan Gubernemen meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda dan ter- 
diri dari: 


1. 


Pengadilan Gubernemen (untuk orang) Eropa, yang dibagi lagi 
atas: 


a. Pengadilan Gubernemen di Jawa dan Madura, dan 

b. Pengadilan Gubernemen di luar Jawa 

Pengadilan Gubernemen Bumiputra yang terdiri lagi atas: 

a. Pengadilan Gubernemen Bumiputra di Jawa dan Madura: 


b. Pengadilan Gubernemen Bumiputra di luar Jawa dan Madura. 


Pengadilan Gubernemen Eropa terdiri lagi dari: 


1. Residentiegerecht: 
3)  Op.cit., halaman 37. 
4) Op.cit., halaman 37 dan 38. 
5)  Op.cit., halaman 40. 
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